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ARSYIARTI ARJA (B111 07 115). Analisis Putusan Kumulasi Gugatan 
Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 
1345/pdt.G/2012/PA. Mks), penulisan skripsi ini di bawah bimbingan 
Prof.Dr. Sukarno Aburaera, S.H. sebagai pembimbing I dan Achmad S.H. 
M.H. sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimanakah bentuk 
kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di pengadilan agama 
Makassar dan untuk mengetahui Bagaimanakah Penggugat Mengajukan 
Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA 
Mks. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode 
wawancara dan metode kepustakaan.  
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar dan 
melakukan wawancara dengan hakim serta memperoleh sumber data dari 
perpustakaan. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa : 1. Bentuk kumulasi 
gugatan dalam perkara perceraian di Pengadilan agama Makassar adalah 
bervariatif yakni, penggabungan gugat cerai dengan asal usul anak, 
penggabungan guagt cerai dan pembagian harta bersama, penggabungan 
penetapan isbat nikah dengan gugat cerai. pasal yang berkaitan dengan 
itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan 
alasan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. 2. 
Penggugat Mengajukan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Putusan 
Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks yakni kumulasi isbat nikah dan gugatan 
cerai sekaligus. kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat 
dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah 
kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara  isbat nikah dan perkara 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan dengan 
manusia lain dalam suatu kelompok yang dikenal dengan masyarakat. 
Mulai dari hubungan orang tua sampai pada pergaulan dalam kehidupan 
masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup menyendiri satu sama 
lainnya, maka akan sangat lumrah apabila terjadi hubungan antara dua 
orang dalam bentuk kerjasama maupun untuk saling berhubungan 
melanjutkan keturunan agar tidak punah, dimana hubungan tersebut diikat 
dalam sebuah perkawinan. 
Perkawinan adalah  hubungan hukum yang merupakan pertalian 
yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah 
memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama 
mungkin. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan),  
pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah 
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.  Sedangkan 
menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan 
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adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan 
ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, warahmah sebagai suatu keluarga. 
Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan 
perkawian adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak dapat  
dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia 
dan kekal tersebut akan timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan 
putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan.  
Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk mempositifkan 
hukum Islam mengklasifikasi putusnya perkawinan ada  3, yaitu : 
1. Kematian salah satu pihak 
2. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat 
3. keputusan Pengadilan. 
Perceraian juga merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, 
karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah untuk berpasang-
pasangan. Antara cerai dengan talak sebenarnya tidak ada perbedaan, 
kalau cerai berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan talak berasal dari 
bahasa arab. Namun dari segi pengertian hukum dan konsekuensi, antara 
keduanya tidak ada bedanya. Talak dan cerai memang satu hal yang 
sama, kecuali hanya masalah bahasa. 
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Talak merupakan kalimah bahasa Arab yang bermaksud 
"menceraikan" atau "melepaskan". Mengikuti istilah syara' ia bermaksud 
"Melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimah atau 
lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian". 
Berakhirnya perkawinan yang disebabkan karena talak dan 
perceraian karena gugat di pengadilan agama untuk beberapa kasus 
biasanya ada yang digabung/dikumulasikan dengan pengesahan 
perkawinan. Oleh karenanya hakim harus merespon dan menjawab 
segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan tersebut. 
Hukum acara di peradilan agama diatur oleh Undang-undang . 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah 
dengan  UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sebagai pelaku 
kekuasaan kehakiman, peradilan agama menjadi tempat bagi para 
pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan 
persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam. Seperti halnya 
masalah gugat cerai, waris, harta bersama dan lain sebagainya. Perkara 
perceraian dapat digabungkan sekaligus dengan pengesahan perkawinan, 
sesuai dengan Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala 
sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 
9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus 
merupakan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Selain kedua 
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ketentuan ini terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang yang  
beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. 
Dari permohonan yang dimohonkan oleh penggugat dalam putusan 
No.1345/Pdt.G/2012/PA.MKS dapat kita lihat bahwa penggugat 
memintakan dilakukannya kumulasi gugatan yakni pengesahan 
perkawinan serta penkatuhan talak satu ba’in sughra tergugat terhadap 
penggugat. 
Melihat persoalan yang telah diuraikan di atas, untuk itu akan 
diangkat permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis 
putusan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian (studi kasus putusan 
no.1345/pdt.G/2012/P.A.MKS) 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah Bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian 
di pengadilan agama Makassar? 
2. Alasan Penggugat Mengajukan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara 
Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk Mengetahui bagaimanakah bentuk kumulasi gugatan dalam 
perkara perceraian di pengadilan agama Makassar. 
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2. Untuk mengetahui Alasan Penggugat Mengajukan Kumulasi 
Gugatan Dalam Perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks 
 
D. Manfaat penelitian 
1. Sebagai pengembang wawasan ilmu pengetahuan di bidang 
hukum keperdataan. 
2. Dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para 
mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui dan dapat menjelaskan 
mengenai kumulasi gugatan dalam perkara perceraian 
3. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan refrensi 







A. Pengertian Kumulasi Gugatan 
Secara istilah, kumulasi adalah penyatuan; timbunan; dan 
akumulasi adalah pengumpulan; penimbunan; penghimpunan.1 Kumulasi 
gugatan atau samenvoeging van vordering merupakan penggabungan 
beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.2  Kumulasi gugatan 
atau samenvoeging van vordering adalah penggabungan dari lebih satu 
tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan 
digabungkan menjadi satu. Penggabungan gugatan ini diatur dalam 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-
Undang No. 3 Tahun 20063, kumulasi gugatan yang dimaksud disini 
adalah kumulasi gugat cerai dan pengesahan perkawinan. 
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa antara kumulasi 
dengan akumulasi memiliki arti yang berbeda, yakni kumulasi adalah 
penggabungan, sedangkan akumulasi berarti pengumpulan, tetapi yang 
sering digunakan adalah kumulasi. 
Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada dalam HIR, 
R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang kumulasi gugatan, satu-satunya 
yang mengatur kumulasi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
                                                           
1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 
Balai Pustaka, 1988, hlm. 199 
2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 102 
3 UU. No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama Pasal 86 
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1989 tentang Peradilan Agama. Bahkan Pasal 86 dalam undang-undang 
ini sudah tidak asing lagi bagi para hakim khususnya hakim PA, untuk 
menyelesaikan masalah kumulasi gugatan di Pengadilan Agama. 
Tujuan digabungkannya suatu gugatan adalah demi asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan penggabungan 
gugatan akan menghemat waktu serta biaya. Pada prinsipnya, setiap 
gugatan harus berdiri sendiri, yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam 
surat gugatan secara terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. 
Akan tetapi, dalam batas-batas tertentu penggabungan gugatan 
diperbolehkan selama ada hubungan atau koneksitas yang kuat antara 
gugatan yang satu dengan gugatan yang lain. 
Menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama, tertulis “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, 
nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama 
dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan 
hukum tetap.” disini terdapat kalimat ”dapat diajukan secara bersama-
sama”, hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi 
gugatan, karena kata-kata “dapat” disini bermakna tidak harus 
dikumulasikan, maka hakim dapat menolak untuk penggabungan gugatan. 
Pada dasarnya, penggabungan gugatan tidak diatur baik dalam 
HIR maupun RBg. Namun dalam prakteknya, dibenarkan oleh 
yurisprudensi.4 Sedangkan menurut Yahya Harahap, selain tidak diatur 
dalam HIR dan RBg, hukum positif juga tidak mengaturnya, begitu juga 
                                                           
4Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia 
(yogyakarta: Gama Media, 2007), 67. 
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dengan Rv, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya. 
Adapun dalam pasal 103b Rv, larangan hanya terbatas pada 
penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan 
tuntutan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa secara a contrario, Rv 
membolehkan adanya penggabungan gugatan.5 
Salah satu putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 
1939, memperbolehkan penggabungan gugatan selama gugatangugatan 
tersebut memiliki kesinambungan yang erat (innerlijke doelmatigheid). 6 
Pendapat yang sama juga ditegaskan dalam Putusan MA No. 575 
K/Pdt/1983 yang di dalamnya menjelaskan antara lain:7 
 Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara 
yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan 
tercapai process doelmatigheid, dimungkinkan menerapkan 
lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, 
asal dalam penerapan itu berpedoman kepada: 
1. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan 
proses pemeriksaan. 
2. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan 
 Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan 
(samenvoeging) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal 
terdapat innerlijke samenhangen atau koneksitas erat di 
antaranya. 
                                                           
5 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103 
6 Ibid 103 
7 Ibid 103 
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B. Jenis Jenis Kumulasi Gugatan 
Selama ini pengggabungan gugatan cerai dengan pengesahan 
perkawinan di Pengadilan Agama sah saja dilakukan, karena ketentuan 
Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur demikian, maka wajarlah 
apabila putusan cerai dan pengesahan perkawinan dapat selesai 
bersamaan.  
Contoh perbarengan atau konkursus dengan pengajuan 
permohonan wali adhal sekaligus dibarengkan dengan dispensasi kawin 
dan izin kawin. Jika izin kawin dikabulkan, maka permohonan wali adhal 
dan dispensasi kawin dengan sendirinya dikabulkan. Kumulasi terdiri dari 
dua macam, yaitu:8 
1) Kumulasi subyektif ialah penggabungan gugatan yang di 
dalamnya terdiri dari beberapa orang penggugat atau beberapa 
orang tergugat. Undang-undang tidak melarang penggugat 
mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat, 
terhadap kumulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan 
keberatannya, yaitu tidak menghendaki kumulasi subyektif.9 
Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal 
dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya 
kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan 
gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi 
subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan 
secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat 
                                                           
8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005, Cet. ke-6, hlm. 44 
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia.Yogyakarta: Liberty, 1998, 
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menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang 
bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat 
untuk mengikut sertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi 
“masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak 
yangberkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “exceptio 
plurium litis consurtium.10 
2) Kumulasi obyektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa 
gugatan kepada seorang tergugat, namun agar penggabungan 
sah dan memenuhi syarat, maka harus terdapat hubugan erat11. 
Sebagai contoh gugatan yang tidak mensyaratkan adanya 
koneksitas misalnya, A dan B menggugat C dan D tentang 
warisan. Bersamaan itu pula diajukan gugat utang piutang oleh 
A dan B kepada C dan D. Dalam perkara ini tidak ada 
koneksitas antara perkara warisan dengan perkara utang 
piutang. Yang terpenting dalam perkara tersebut adalah para 
penggugat dan para tergugat orangnya sama dengan tidak 
disyaratkan adanya hubungan hukum antara gugatangugatan 
yang digabung. Terhadap kasus ini apabila diajukan kepada 
hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, maka gugatan 
utang piutang akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak 
ada hubungan erat antara warisan dengan utang piutang. 
Adapun contoh kasus yang mensyaratkan adanya koneksitas 
misalnya gugatan perkara perceraian dengan gugatan nafkah, 
                                                           
10 ibid. hlm. 42 
11 M.yahya Harahap, loc. Cit, hlm 107 
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gugatan pembatalan suatu perjanjian dengan gugatan ganti 
kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum dengan ganti 
kerugian dan lain-lain. Di lingkungan peradilan agama dikenal 
adanya kumulasi gugat antara perceraian dengan penguasaan 
anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. 
Satu hal lagi kumulasi  ialah apa yang dinamakan intervensi, yaitu 
ikut sertanya pihak ke tiga dalam suatu proses perkara. Intervensi ini 
dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : voeging, vrijwaring, tussenkomt.12 
a. Voeging ialah masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri 
untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan, 
dalam hal ini ia menjadi pihak penggugat atau tergugat. 
b. Vrijwaring ialah pihak ketiga yang ditarik oleh tergugat dengan 
maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat 
c. Tussenkomt adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu proses 
perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya 
sendiri, sehingga ia menjadi lawan bagi pihak tergugat maupun 
penggugat. 
Yang menjadi perbedaan antara voeging, vrijwaring dan 
tussenkomt terdapat pada sifat keikutsertaan pihak ketiga, bila voeging, 
pihak ketiga diajak pihak penggugat untuk membela kepentingan 
penggugat, sedangkan vrijwaring, pihak ketiga diajak tergugat dan untuk 
tussenkomt pihak ketiga ingin membela kepentingannya sendiri, tanpa 
pengaruh dari siapapun baik penggugat maupun tergugat 
                                                           
12 Mukti Arto, op. cit hlm 44 
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Mengenai macam kumulasi gugatan ini, kebanyakan para ahli 
hukum membagi bentuk kumulasi dalam dua jenis yaitu kumulasi subjektif 
dan kumulasi objekti, satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” 
(concursus, samenloop, coincidence)13. 
Campur tangan dalam bentuk vrijwaring ada dua macam, yaitu 
vrijwaring formil dan vrijwaring sederhana. Vrijwaring formil yaitu 
penjaminan seseorang kepada orang lain untuk menikmati suatu hak atau 
terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan. Misalnya, seorang penjual 
wajib menjamin pembeli terhadap gangguan pihak ketiga. Penanggung 
boleh menggantikan kedudukan tertanggung dalam suatu perkara 
sepanjang dikendaki oleh para pihak asal, dan tertanggung dapat 
meminta dibebaskan dari sengketa apabila disetujui oleh penggugat        
Vrijwaring sederhana adalah penjaminan atau penanggungan oleh 
seorang atas tagihan hutang debitur kepada kreditur. Apabila diajukan 
gugatan oleh kreditur kepada debitur, maka penanggung (borg) dapat 
ditarik sebagai pihak baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. 
Misalnya, A (kreditur) menggugat B (debitur) atas pembayaran utangnya C 
(pihak ketiga) sebagai penanggung dapat ditarik dalam perkara ini baik 
atas permintaan A (penggugat) atau atas permintaan B (tergugat). 
 
C. Syarat Formil Kumulasi Gugatan  
Untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan tuntutan itu 
harus ada hubungannya yang erat satu sama lain14 dan apabila kumulasi 
                                                           
13 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 42 
14 Sudikno Mertokusumo, op. cit., hlm.42 
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gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya 
maka tidak dapat dibenarkan, kumulasi gugatan tidak diatur dalam H.I.R.15 
Dalam hal tentang syarat koneksitas, ada perbedaan pendapat tetapi 
terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat mengecualikan kebolehan 
komulasi gugat: 
a. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda. 
Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara 
yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, 
misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung 
dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara 
pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam 
undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, 
sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada 
hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya 
ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara 
keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi. 
b. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolute 
yang berbeda 
Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan 
kewenangan absolut satu badan peradilan, sehingga tidak boleh 
digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan 
absolute badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa 
kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi 
                                                           
15 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: 
Mandar Maju, 1989, hlm. 55 
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kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan 
perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan 
peradilan umum. 
Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri.16 Penggabungan 
gugatan diperkenankan dalam batas-batas tertentu, bila hal tersebut 
sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. 
Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu : 
1) Mempunyai hubungan yang erat 
2) Terdapat hubungan hukum 
Permasalahannya kenapa pada perkara perceraian dengan 
gugatan harta bersama itu tidak dapat dikumulasikan atau digabungkan, 
padahal di dalam undang-undang menyatakan boleh digabung, menurut 
hakim yang memeriksa dan memutus perkara itu, bahwa penolakan 
kumulasi gugatan dengan tujuan agar memudahkan pemeriksaan perkara.  
Perlu diperhatikan bagi hakim adanya trik-trik penggugat yang 
nakal dengan memanfaatkan komulasi gugat terhadap perkara yang 
tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Misalnya, seseorang 
yang telah kalahberperkara dalam kewarisan di Pengadilan Agama baik 
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang dalam 
upaya hukum banding atau kasasi, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri di bawah title gugatan perbuatan melawan hukum yang 
dikumulasikan dengan gugat kewarisan. Maksud diajukannya gugatan 
tersebut tidak lain untuk mengelak dari kekalahannya atau untuk 
                                                           
16 Ibid, hlm. 55 
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mengulur-ulur waktu agar eksekusi tidak dapat segera dijalankan terutama 
jika gugatan itu disertai dengan penyitaan. 
Tidak disebutkan adanya pasal dalam undang-undang tentang 
peradilan agama yang mengatur persyaratan kumulasi gugatan obyektif 
harus memiliki hubungan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. 
Pada umumnya untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan 
bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau 
mempunyai koneksitas antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang 
lain, namun dalam prakteknya, biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung 
itu ada koneksitas, hal itu sama juga yang dikemukakan oleh Sudikno 
Mertokusumo dan Hensyah Syahlani yang juga menyatakan demikian, bila 
dilihat secara langsung, keberadaan syarat keterkaitan tuntutan tidak ada. 
 
D. Tujuan Kumulasi gugatan 
Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk 
menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan dan 
menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan 
proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang 
sederhana.17 Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang 
menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas 
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana18. Melalui 
penggabungan gugatan, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus 
dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi 
                                                           
17 M.Yahya Harahap, op. cit., hlm.104 
18 Abdul manan, op cit hlm 42 
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sederhana, biayanya menjadi lebih ringan, tidak banyak waktu dan tenaga 
yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling 
bertentangan. Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara 
sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga 
memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih 
dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim 
yang mengadili tidak sama. Bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi 
objek sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C 
dinyatakan milik D. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus 
oleh satu majelis hakim melalui kumulasi gugat. 
Adapun tunjuan dari penggabungan gugatan adalah :19 
1) Demi tercapainya azas peradilan yang cepat, sederhana dan 
biaya ringan. 
Dengan adanya azas ini, keuntungan yang diperoleh dari 
penggugat, adalah lebih menghemat biaya dan waktu, karena 
gugatan hanya memerlukan sekali putusan saja, sebagai 
contoh, gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang 
dilakukan 20 orang dengan sistem penggabungan tercipta 
pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan 
biaya murah dengan cara menggabungkan gugatan dengan 
jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-
masing tergugat dalam satu gugatan dan diperiksa dalam satu 
proses yang sama. 
                                                           
19 Yahya M. Harahap, op cit, hlm. 104 
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2) Menghindari putusan yang saling bertentangan20 
Apabila dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penggugat 
adalah sama, terhadap beberapa tergugat, maka yang terjadi 
akan lahir beberapa putusan terhadap beberapa tergugat 
tersebut, jadi dengan adanya azas yang kedua ini, bila terjadi 
hal demikian maka lebih baik bila gugatan itu digabungkan saja. 
Mengenai kumulasi gugatan cerai dengan pengesahan perkawinan 
dalam hukum acara di peradilan agama, bila ditinjau dari hukum Islam, hal 
tersebut dikembalikan kepada metode penemuan hukum “analogi” (qiyas) 
yaitu dianalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah 
terhadap gugat rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) 
HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan illat yaitu “sama-sama 
merupakan bentuk penggabungan gugatan”. 
 
E. Pengertian Perkawinan 
Undang–undang  perkawinan mengatur, bahwa “Perkawinan ialah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Arti perkawinan, adalah ikatan 
lahir batin antara seorang pria danseorang wanita sebagai suami istri. 
Sedangkan tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa. 
                                                           
20 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 
2005, hlm. 29.  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dirumuskan unsur-unsur 
perkawinan, adalah : 
a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Ikatan lahir, adalah ikatan 
yang dapat dilihat (hubungan formal), yaitu mengungkapkan adanya 
suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita 
untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dapat dilihat karena 
dibentuk oleh undang-undang, hubungan mana mengikat bagi kedua 
belah pihak danpihak lain atau masyarakat. Ikatan batin, adalah 
ikatan yang tidak dapat dilihat (hubungan tidak formal), yang diawali 
oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, 
yang akan menimbulkan kerukunan dan mengikat kedua belah 
pihak. Terjalinnya ikatan lahirbatin tersebut, merupakan fondasi 
dalam membentuk dan membinakeluarga yang bahagia dan kekal. 
b. Unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai 
suamiistri. Arti yang terkandung, adalah bahwa dalam waktu yang 
sama seorang suami tidak diperbolehkan untuk kawin lagi dengan 
wanita lain.Dalam hal ini mengandung asas monogami. Dalam 
keadaan tertentupada kenyataannya asas monogami dapat 
dikesampingkan, bagi mereka yang diperkenankan oleh agama dan 
undang-undang untuk menikah lagidengan alasan dan syarat-syarat 
yang telah ditentukan. 
c. Tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal dapat diartikan, bahwa perkawinan itu 
haruslah berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh 
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diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari 
pada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga 
suatu pemutusan perkawinan karena perceraian (cerai hidup), 
merupakan jalan akhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. 
d. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya 
bahwaperkawinan itu tidak begitu saja menurut kemauan pihak-
pihak,melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia, sebagai 
makhluk yang beradab.21 
 
F. Pengertian Perceraian 
Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti 
membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya 
bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang 
berarti  bercerainya suami dengan istri, menurut hukum Islam, talak dapat 
berarti : 
a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 
keterkaitannya dengan menggunakan ucapan tertentu. 
b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami 
atau isteri 
c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang 
sepadan dengan itu 22 
 Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang 
kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri 
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 K. Wantjik Saleh, SH, “Hukum Perkawinan Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, 
Hlm. 14 
 
22 K. Wantjik Saleh, SH “Hukum Perkawinan Indonesia”,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 14 
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jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan 
mengembalikan keutuhan rumah tangga. 
Menurut Pasal 38 Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan dapat 
putus, karena : 
1. Kematian 
Putusnya perkawinan karena kematian suami isteri disebut juga 
olehmasyarakat dengan “cerai mati”. 
2. Perceraian  
Putusnya perkawinan karena perceraian disebut oleh masyarakat 
dengan istilah “cerai hidup”. Putusnya perkawinan karena 
perceraian ada dua jenis yaitu :23 
a. Cerai gugat yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya bukan Islam 
danseorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut 
agama Islam. 
b. Cerai talak, yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam 
3. Putusan Pengadilan 
Pasal 39 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa : 
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
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b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa 
antarasuami istri, tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
istri. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat 
kitaketahui bahwa perceraian mempunyai arti, bahwa 
diputuskannyaperkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan 
suatu sebab tertentu. Atau juga perceraian berarti pengakhiran 
suatu pernikahan karenasuatu sebab tertentu dengan 
keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah satu cara 
pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui 
keputusan hakim yang didaftarkanpada Catatan Sipil. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian, 
adalah putusnya suatu perkawinan yang sahkarena suatu 
sebab tertentu oleh keputusan hakim, yang dilakukandi depan 
sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang 
telahditentukan oleh undang-undang serta didaftarkan pada 
Catatan Sipil dan pegadilan agama bagi yang beragama islam 
 
G. Alasan- alasan perceraian  
Tujuan Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat 
untuk mencari kebahagian, meneruskan keturunan, dan ingin hidup 
bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan 
tersebut kandas di tengah jalan karena sebab-sebab tertentu. Alasan-
alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian 
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dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undangPerkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975, sebagai berikut : 
a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, 
pemadat, penjudi,dan lain sebagainya dan sukar 
disembuhkan.Pengertian zinah pada alasan perceraian ini, 
adalah zinah menurut konsep agama. Pengertian pemabok, 
pemadat, dan penjudi ditafsirkan oleh hakim; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut turut,tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karenahal lain di luar kemauannya. Waktu 2 (dua) 
tahun berturut-turut padaalasan perceraian ini, adalah untuk 
menciptakan kepastian hukum. Kata “berturut-turut” berarti 
kepergian salah satu pihak tersebut harus penuh 2(dua) tahun 
lamanya dan selama waktu itu yang bersangkutan tidak pernah 
kembali. Rasio dari ketentuan ini, adalah untuk melindungi 
c. kepentingan pihak yang ditinggalkan. Maksud “hal lain 
diluarkemampuannya” pada alasan perceraian ini, maka hakim 
yang menentukannya; 
d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung.  “Hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih 
berat” maksudnya,adalah hukuman yang sudah mempunyai 
kekuatan tetap setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman 
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dengan hukuman  penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh 
Hakim Pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Penentuan 
lima tahun dianggap cukup menentukan apakah perkawinan 
para pihak hendak diteruskan atau diakhiri; 
e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.Kekejaman 
atau penganiayaan yang dikaitkan membahayakan 
terhadappihak lain bukan saja jasmani namun juga jiwa para 
pihak. Sebaiknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi 
ahli hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan 
dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau 
penganiayaan. Selain itu juga perlu keterangan dari orang yang 
melihat dan atau mendengar secara langsung kekejaman dan 
penganiayaan tersebut dilakukan. Undang-undang tentang 
Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang 
dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat itu 
sendiri, sehingga hakimlah yang harus menafsirkan; 
f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami atau istri. Tujuan dari alasan perceraian ini, adalah untuk 
menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan dari 
salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang 
menimpa pihak lain. Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat 
badan atau penyakit berat iniadalah harus yang menyebabkan 
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si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami atau istri. Apabila dalam rumah tangga salah satu pihak 
mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat 
menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat 
mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian 
diajukankepada Pengadilan. Undang-undang  tentang 
Perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang 
dimaksuddengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini 
hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap semua 
keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, 
sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian tersebut; 
g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara 
suami istri yang mengakibatkan suami dan istri tersebut tidak 
dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. 
Hal ini merupakan persoalan yang relatif sifatnya karena 
hakimlah yang menilai dan menetapkan dengan sebaik-baiknya 
berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah 
disebutkan diatas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 
membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia, kekal dan 
sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila 
tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami istri 
maka sudah sewajarnya para pihak memutuskan jalan untuk 
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bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian seperti tersebut 
di atas.24 
 
H. Akibat Perceraian 
Adapaun akibat hukum dari perceraian adalah:25 
1. Orang tua/anak 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 
41Undang-undang  tentang Perkawinan, adalah : 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberikan keputusan; 
b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
keadaan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas istri. 
2. Harta benda perkawinan 
Mengenai harta benda perkawinan menurut Undang-undang  
tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, dan 
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37.Pasal 35 Undang-undang  tentang Perkawinan menyebutkan, 
bahwa : 
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta 
bersama; 
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing. 
Sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Dari uraian di atas, 
dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda perkawinan, 
adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama 
perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami atau pun 
istri. Menurut Undang-undang  tentang Perkawinan harta benda 
perkawinan, terbagi atas: 
1. Harta bersama 
2. Harta pribadi : 
- Harta bawaan suami 
- Harta bawaan isteri 
- Harta hibah/warisan suami 
- Harta hibah/warisan isteri26 
 
I. Putusan Pengadilan 
1. Pengertian Putusan Hakim 
 Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 
memperoleh putusan hakim.27 Putusan hakim atau lazim disebut dengan 
                                                           
26 Satrio J. Hukum Harta Perkawinan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 188 
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istilah putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan 
atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan 
sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan 
hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya 
kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.28 
 Putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 
pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan 
bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu 
sengketa antara para pihak.29 Dalam defenisi ini Prof. sudikno mencoba 
untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu 
adalah yang diucapkan didepan persidangan. 
 Hal senada juga disampaiakan oleh beberapa ahli hukum lainnya, 
diantarany yang mendefenisikan putusan Hakim sebagai suatu 
pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara 
yang diberi wewenang untuk itu dan diucapakan dimuka sidang dengan 
tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para 
pihak yang bersengketa.30 
 Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 
dengan putusan hakim adalah suatu permyataan yang dibuat dalam 
bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang 
untuk  itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang 
terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara 
                                                                                                                                                                
27 M. nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet III, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003), 
28
 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2004) hlm 124 
29 Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata Indonesia, (1998) hl 701 
30 Ibid  
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dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna 
terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang 
bersengketa. 
2. Susunan dan Isi Putusan 
 Hasil akhir dari sebuah pemeriksaan perkara didalam pengadilan 
karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. 
Lain halnya dengan perkara permohonan, yang hanya mengenai 
permohonan saja dan tidak ada pihak lain sebagai lawan. 
 Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 
bagaimana putusan hakim harus dibuat. Berkenaan dengan isi dan 
susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan 
Pasal 185, 184, 187, HIR, (PS, 194, 195, 198 Rbg), Pasal 4 ayat 1, Pasal 
25 UU Tahun 2004, Pasal 27 R.O dan Pasal 61 Ru.31 Maka pada 
hakekatnya isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata 
haruslah memuat hal-hal sebagai berikut. 
1. Kepala putusan 
Setiap putusan hakim haruslah dimulai dengan kata-kata “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan bahwa peradilan 
menurut penjelasan umum angka 6 UU. No. 14 Tahun 1970 hakim 
dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu 
pertanggung jawaban yang lebih berat dan mendalam. Baik 
                                                           
31 Dadan Mustaqien, Dasar-dasar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta ; Insani Citra Perss, 2006 hlm 
64 
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bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri, kepada 
Rakyat dan kepada Tuhan yang Maha Esa. 
2. Nomer Registrasi Perkara 
Pencantuman nomer registrasi perkara dimaksudkan bahwa 
perkara sebagaiman dicantum dalam putusan memang benar 
terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan Negara yang 
akan berhubungan dengan tertib administrasi, aspek eksekusi, 
aspek statistic serta dokumentasi apabila perkara itu telah aktif. 
3. Nama Pengadilan yang Memutus Perkara 
Pencantuman nama pengadilan yang memutus perkara berkorelatif 
dengan kompetensi relative bahwa benar putusan telah dijatuhkan 
oleh pengadilan yang bersangkutan. 
4. Identitas para pihak perkara 
Para pihak perkara dapat berupa penggugat, turut tergugat, para 
penggugat, pelawan, dan pemohon. 
5. Tentang duduknya perkara 
6. Tentang hukumannya 
Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menetukan nilai dari 
suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh 
hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. 
7. Amar putusan (dictum) 
Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai 
dengan kata “mengadili” 
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a. Tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara tersebut dan 
pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan 
terbuka untuk umum. 
b. Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada 
saat putusan dijatuhkan. 
c. Nama, tanda tangan majelis hakim, panitera pengganti yang 
bersidang, materi perincian biaya perkara, dan catatan panitia. 
Penandatanganan majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal 
163 ayat 3 HIR, pasal 195 ayat 3 Rbg, pasal 25 UU No. 4 tahun 
2004 menentukan bahwa keputusan hakim menjadi akta otentik 
dan merupakan pertanggung jawaban secara yuridis dari hakim 
yang bersangkutan.32 
8. Bentuk- Bentuk Putusan Peradilan 
Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai 
dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam 
mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut : 
a. Putusan Akhir 
- adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di 
persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan 
maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan 
pemeriksaan. 
- Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-
tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan 
                                                           
32 Ibid hlm 64 
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yaitu : putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan 
verzet, putusan tidak menerima, putusan yang menyatakan 
pengadilan agama tidak berwenang memeriksa 
- Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila 
undang-undang menentukan lain. 
b. Putusan Sela 
- adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses 
pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar 
jalannya pemeriksaan 
- putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan 
berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. 
- putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat 
secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara 
persidangan saja. 
- Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk 
umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera 
yang turut bersidang. 
- Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak 
berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada 
putusan akhir. 
- Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat 
merubahnya sesuai dengan keyakinannya. 
- Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali 
bersama-sama dengan putusan akhir. 
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- Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan 
yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. 
 Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat 
putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut : 
1. Putusan gugur 
- adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan 
gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun 
telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan 
- putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau 
sesudahnya sebelum tahapan pembacaan 
gugatan/permohonan 
- putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat : 
penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir 
dalam sidang hari itu, penggugat/pemohon ternyata tidak hadir 
dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain 
untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan 
yang sah, Tergugat/termohon hadir dalam sidang, 
Tergugat/termohon mohon keputusan 
- dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak 
hadir semua, maka dapat pula diputus gugur 
- dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar 
biaya perkara 
- tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan 
perkara baru lagi 
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2. Putusan Verstek 
- adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak 
pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang 
penggugat hadir dan mohon putusan 
- Verstek artinya tergugat tidak hadir. 
- Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau 
sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum 
tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat 
semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil 
dengan resmi dan patut 
- Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat : 
Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam 
sidang hari itu, Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang 
tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta 
ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah, 
Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai 
kewenangan, Penggugat hadir dalam sidang, Penggugat mohon 
keputusan 
- dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, 
maka dapat pula diputus verstek. 
- Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan 
belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat 
- Apabila gugatan itu beralasam dan tidak melawan hak maka 
putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, 
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sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka 
harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam 
perkara perceraian. 
-  Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak 
maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan 
penggugat dengan verstek 
- Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan 
perlawanan (verzet) 
- Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia 
menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika 
penggugat yang banding 
- Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan 
banding 
- Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak 
boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan 
bandin 
- Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib 
membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat 
bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek 
- Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek 
menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap 
selanjutnya 
- Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat) 
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- Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim 
berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka 
hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak 
gugatan penggugat 
- Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka 
dalam putusan akhir akan menguatkan verstek 
- Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding 
- Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula 
dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
3. Putusan kontradiktoir 
- adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan 
dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak 
- dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa 
baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang 
- terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding 
 Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum 
yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut : 
1. Putusan Diklatoir 
- yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu 
sebagai keadaan yang resmi menurut hukum 
- semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir 
dalam bentuk penetapan atau beschiking 
- putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan 
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- putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi 
-  putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum 
baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata 
terhadap keadaan yang telah ada 
2. Putusan Konstitutif 
- Yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan 
hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. 
- Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum 
seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain 
- Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi 
- Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan 
- Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau 
memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsug dengan 
pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan, dan 
sebagainya 
- Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
3. Putusan Kondemnatoir 
- Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu 
pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu 
kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi 
- Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius 
- Putusan kondemnatoir selaku berbunyi “menghukum” dan 
memerlukan eksekusi 
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- Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan 
dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan 
dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang 
memutusnya 
- Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, kecuali dalam hal vitvoer baar bijvoorraad, yaitu putusan 
yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum 
(putusan serta merta) 
- Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk: 
menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, 
melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu 
perbuatan/keadaan mengosongkan tanah/rumah 
9. Putusan Pengadilan No. 1345/Pdt.G/2012/PA Mks 
Penggugat : Dra. St. Chadijah binti Mustafa, umur 46 tahun, 
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (menjahit), alamat Jl. 
Tamalate 2 blok 14 no. 25, kelurahan Mappala kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar. 
Tergugat :  Basarah bin Sakeruddin, umur 36 tahun, agam Islam, 
pekerjaan wiraswasta (menjahit), kelurahan bukit harapan, 
kecamatan soreang, kota Pare-pare. 
Duduk Perkaranya: 
Bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di 
kepaniteraan pengadilan Agama Makassar tanggal 19 September 
2012, dengan registrasi perkara Nomor 1345/Pdt.G/PA Mks, 
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tanggal 19 September 2012 telah mengemukakan dalil-dalil pada 
pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 
20 september 2000 di jalan sungai Wera, kecamatan Palu barat, 
kota Palu, Sulawesi Tengah, dinikahkan oleh Imam yang bernama 
Ruslandi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat 
yang bernama Mustafa dengan mas kawin Rp. 15.000 serta 
seperangkat alat shalat disaksikan oleh dua orang saksi masing-
masing bernama Bakkareng dan Hasim. 
2. Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 
masing-masing bernama: Fatimah azzahrah, lahir di Makassar, 
tanggal 2 April 2003; dan Yusran Ilyas, lahir di Makassar, tanggal 
28 Desember 2004. 
3. sejak awal bulan Januari 2005 rumah tangga antara penggugat dan 
tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena 
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. 
Berdasarkan hal-hal tersebut penggugat memohon dalam 
permohonannya sebagai berikut: 
1. mengabulkan gugatan penggugat 
2. menyatakan pernikahan penggugat dan tergugat yang terjadi 
adalah sah menurut hukum 
3. menjatuhkan talak sati ba’in sughra terhadap penggugat  
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4. memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan 
kepada pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama 
kecamatan palu barat, kota palu, 
Dari permohonan yang dimohonkan oleh penggugat dapat kita lihat 
bahwa pengguggat memintakan dilakukannya kumulasi gugatan yakni 
pengesahan perkawinan serta penjatuhan talak sati  ba’in sughra tergugat 







A. Lokasi Penelitian 
Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan 
skripsi ini yaitu di Kota Makassar. Sehubungan dengan data yang 
diperlukan dalam rencana penulisan skripsi ini, maka penulis menetapkan 
lokasi yakni  pada instansi  Pengadilan Agama Makassar karena 
Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam kasus perdata islam pada 
umumnya dan perceraian pada khususnya. Adapun pemilihan lokasi 
penlitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama 
Makassar relevan dengan kasus yang penulis teliti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas: 
1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung, yakni 
dengan Hakim di Pengadilan Agama kelas I Makassar 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dokumen 
dari instansi terkait 
 
C. Populasi dan Sample. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu adalah pihak Pengadilan Agama 
Makassar selaku pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili 
perkara yang diteliti oleh penulis. Selanjutnya, penulis menetapkan 
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sampel yang meliputi Hakim pada Pengadilan Agama Makassar yang 
diharapkan mampu memberikan infomasi maupun keterangan kepada 
penulis mengenai kumulasi gugatan. Sumber wawancara yang didapatkan 
melalui wawancara yang dilakukan kepada orang-orang yang terkait 
dengan judul yang di angkat oleh penulis, yaitu: Pihak yang berwenang di 
Pengadilan Agama Makassar menyangkut kumulasi gugatan, dalam hal ini 
hakim Pengadilan Agama Makassar  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang 
diharapkan, maka diperlukan pengumpulan data dengan tekhnik sebagai 
berikut: 
1. Interview (wawancara) 
Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengumpulkan data primer. Wawancara yang digunakan adalah 
wawancara terstruktur (interviewguide). Wawancara dilakukan 
dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sebelumnya 
telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara 
mendalam (indepth interviewing) kepada responden dan 
Pengadilan Agama Makassar. 
2. Studi Dokumen (berkas) 
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah 
dan mengkaji dokumen, buku-buku, literatur, peraturan perundang-
undangan, artikel yang diperoleh melalui media massa dan media 
elektronik, makalah, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek 
penelitian. 
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E. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun 























A. Bentuk Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian di 
Pengadilan Agama Makassar 
1. Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi 
Hukum Islam 
Kompilasi Hukum Islam mempunyai eksistensi dan urgensi yang 
kuat dalam tata hukum Indonesia. Ketentuan itsbat Nikah Pada Pasal 7 
angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.  
Sebagai salah satu perangkat hukum yang berlaku di Indonesia 
Kompilasi Hukum Islam telah menjadi solusi bagi sebahagian 
permasalahan hukum bagi masyarakat Islam Indonesia. Namun demikian, 
pada bagian-bagian tertentu dari ketentuan pasal-pasalnya tidak secara 
eksplisit dan tegas menjelaskan maksud dari beberapa pasalnya. 
Dari uraian  sebelumnya telah diungkapkan bahwa di antara pasal-
pasal yang mengandung banyak interprestasi (penafsiran) tersebut adalah 
pasal-pasal yang berkaitan dengan itsbat nikah yang dapat diajukan ke 
Pengadilan Agama berdasarkan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) 
Kompilasi Hukum Islam. 
Huruf (c) berbunyi : 





Huruf (e) berbunyi : 
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 
Dalam prinsip ajaran Islam, setiap anak yang lahir adalah bersih 
dan sepatutnya tidak menanggung beban karena kesalahan/ kelalaian 
orang tuanya. Oleh karena itu hukum Islam dan negara berupaya menjadi 
dan memberi perlindungan hukum terhadap persoalan tersebut. Sebagai 
bahagian dari upaya tersebut adalah melalui Pasal 7 angka 3 Kompilasi 
Hukum Islam yang telah mengcover berbagai persoalan terkait dengan 
itsbat nikah melalui huruf (a), (b), (c) dan (d), dimana sebagai telah 
dimaklumi bahwa : 
 Huruf (a) : untuk mengitsbatkan suatu pernikahan dalam rangka 
perceraian; 
 Huruf (b) : untuk mengitsbatkan pernikahan yang telah ada Akta 
Nikahnya, namun ternyata kemudian Akta Nikah tersebut hilang, 
sehingga fungsi itsbat nikah disini adalah sebagai pengganti 
Akta Nikah yang hilang; 
 Huruf (c) : untuk mengitsbatkan pernikahan yang salah satu 
syarat atau rukun nikahnya diragukan keabsahannya; 
 Huruf (d) : untuk mengitsbatkan pernikahan pernikahan yang 
terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
Dengan demikian hal ini itsbat nikah berfungsi sebagai 
Pengganti Akta Nikah. 
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Adapun untuk alasan yang lain-lain yang tidak termasuk pada 
keempat alasan di atas, dapat menggunakan alasan pada huruf (e). 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan huruf (e) merupakan 
solusi bagi setiap perkawinan yang tidak tercatat, namun tidak dapat 
diitsbatkan melalui huruf (a), (b), (c) maupun huruf (d). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tidak jelasnya 
maksud dari huruf (e) di atas adalah dengan tujuan agar setiap itsbat 
nikah yang tidak tertampung dengan alasan huruf (a), (b), (c) dan (d), 
tetap dapat diitsbatkan pernikahannya, yaitu melalui huruf (e). Dengan 
kata lain bahwa dalam hal permohonan itsbat nikah, disamping ada 
ketentuan pasal-pasal yang tertutup dan kaku, juga ada ketentuan pasal 
yang terbuka dan lentur dengan tujuan agar dapat memberikan 
perlindungan hukum yang optimal kepada seluruh masyarakat Islam 
Indonesia. 
Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan pasal-pasal tentang 
itsbat nikah, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain : 
1. Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) termasuk dalam ketentuan 
itsbat nikah dengan kategori alasan yang sifatnya elastis dan 
dinamis, sedangkan huruf (a), (b) dan (d) termasuk dalam 
kategori alasan yang kaku dan statis. 
2. Dari segi fungsi itsbat nikah, dapat dipahami bahwa Pasal 7 
angka 3 huruf (a), (b) dan (d), itsbat nikah mempunyai fungsi 
secara khusus sebagai pengganti Akta Nikah sebagaimana 
yang ditegaskan sendiri pada Pasal 7 angka 1 jo. Pasal 7 angka 
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2 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 7 angka 3 huruf (c) 
dan (e) selain juga berfungsi sebagai pengganti Akta Nikah, 
itsbat nikah dengan alasan tersebut juga dapat berfungsi 
sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
3. Khusus mengenai Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum 
Islam merupakan ketentuan yang sangat lentur sehingga 
memungkinkan setiap perkawinan dapat dimohonkan itsbat 
nikahnya dengan alasan tersebut. 
2. Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 
Makassar 
Dalam teori dan praktek, dikenal dua bentuk penggabungan, yaitu:  
a. Kumulasi Subjektif  
Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat : beberapa 
orang penggugat, dan beberapa orang tergugat. Dapat terjadi 
variable sebagai berikut:   
 penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan 
seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya 
terdapat pada pihak penggugat;   
 sebaliknya, pengugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari 
beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, 
berada pada pihak terugat;  
 dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak 
penggugat dan tergugat .Pada kumulasi yang seperti itu , 
penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan 
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beberapa orang tergugat. Sebagai syarat kumulasi gugatan ini 
harus terdapat adanya hubungan hukum di antara para pihak; 
b. Kumulasi Objektif 
Dalam bentuk ini, yang digabung adalah gugatan. Penggugat 
menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang 
menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan 
digabung  dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan 
memenuhi syarat , di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat 
(Innerlijke samenhangen) 
3. Penggabungan Gugatan Cerai dengan Pembagian Harta 
Bersama 
Gugatan pembagian harta bersama dianggap assessor atas 
gugatan  cerai. Namun sifat assesornya dapat diterapkan dalam acuan, 
jika gugatan cerai ditolak, dengan sendirinya menurut hukum penolakan 
itu meliputi gugatan  pembagian harta bersama. Sebaliknya, apabila 
gugatan cerai dikabulkan, sekaligus diselesaikan pembagian pembagian 
harta bersama dalam satu putusan. Penerapan seperti itu, digariskan 
dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 5), yang 
membolehkan secara tegas penggabungan  gugatan perceraian dengan 
pembagian harta bersama. Pasal 86 ayat (1)  menegaskan: gugatan soal 
penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan  harta bersama dapat 
diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian  ataupun sesudah 
putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.  
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Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang 
hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. Lahiya, S.H. M.H33 bahwa 
penggabungan perkara perceraian dengan harta bersama itu sah saja 
menurut hukum dan berarti ketika penggabungan itu dilakukan berarti 
penomoran perkara perceraian dan harta bersama tidak dapat dipisahkan. 
Ketentuan tersebut merupakan terobosan, sekaligus pembaharuan 
atas ketentuan maupun praktek peradilan yang berlangsung selama ini. 
Karena sebelumnya tidaklah diperkenankan untuk menggabungkan 
gugatan perceraian dengan harta bersama, dengan alasan masing-
masing gugatan tersebut adalah berdiri sendiri dalam bentuk gugatan 
perceraian berada di depan dan gugatan pembagian harta bersama 
menyusul di belakangnya. Jadi barulah diperbolehkan mengajukan 
gugatan pembagian harta bersama, sesuai dengan rumusan Pasal 232 
dan Pasal 126 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 
Maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, 
ketentuan yang seringkali merugikan pihak isteri tersebut, sudah tidak 
berlaku lagi, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 86 Ayat (1) 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 telah memberikan hak pilih bagi 
penggugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan perceraiannya 
dengan harta bersama, ataukah ia akan mengugatnya sendiri setelah 
putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap, dan tentunya pihak 
penggugat akan memilih atau menggabungkan kedua gugatan tersebut, 
karena akan lebih bermanfaat dan menguntungkannya. Di satu segi ia 
                                                           
33 Wawancara tanggal 4 januari 2013 di Kantor Pengadilan Agama makassar  
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akan menyelesaikan kedua persoalannya sekaligus dalam satu putusan, 
dan di lain segi akan menghemat waktu, tenaga dan pikiran serta 
pembiayaan. Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 menegaskan bahwa hal tersebut demi tercapainya prinsip bahwa 
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Maka dalam hal terjadinya penggabungan gugatan perceraian 
dengan gugatan pembagian harta bersama, timbul permasalahan: 
Bagaimana teknis pemeriksaannya di persidangan pengadilan. Terhadap 
permasalahan ini terdapat dua kemungkinan pemecahan sebagai berikut: 
Pertama, sejalan dengan didudukkannya gugatan harta bersama 
sebagai gugatan acessoir terhadap gugatan perceraian, maka teknis 
pemeriksaannya mengikuti tata cara pemeriksaan perkara gugatan 
perceraian. Artinya seluruh proses pemeriksaan gugatan harta bersama 
dilakukan bersamaan dan sekaligus dengan pemeriksaan gugatan 
perceraian dalam sidang tertutup untuk umum. 
Kedua, cara dan teknis pemeriksaan perkara gugatan perceraian 
dan tuntutan pembagian harta bersama, dilakukan sesuai dengan 
ketentuan asas pemeriksaan yang berlaku untuk masing-masing 
gugatannya. Artinya seluruh proses pemeriksaan yang berkenaan dengan 
perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, dan 
pemeriksaan gugatan harta bersama dilaksanakan dalam persidangan 
terbuka untuk umum. 
Berkenaan dengan alternatif pertama, menurut pendapat penulis 
adalah kurang tepat, dan keliru. Walaupun mungkin dalam kenyataan 
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praktek peradilan ada juga yang melakukannya lantaran luput dari 
pengamatan ataupun tanpa disadari, karena tidak sesuai dengan asas 
umum pemeriksaan yang berlaku bagi perkara gugatan harta bersama, 
yakni harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. dan tidak 
ada ketentuan pengecualian dalam hal terjadinya penggabungan gugatan 
harta bersama dengan gugatan perceraian. Sehingga apabila 
dilaksanakan menurut alternatif pertama, maka mengakibatkan seluruh 
pemeriksaan beserta putusan mengenai gugatan harta bersama tersebut 
“batal menurut hukum” dan hanya pemeriksaan beserta putusan tentang 
perceraian saja yang sah menurut hukum. 
Walhasil teknik pemeriksaan yang tepat dan juridis adalah 
mengikuti alternatif kedua. Dimana untuk perkara perceraian dilakukan 
pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan 
pembagian harta bersama dilaksanakan pemeriksaannya di dalam sidang 
terbuka untuk umum. 
Adapun acuan teknis pelaksanaan di dalam praktek, dapat 
dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 
a) Tahap pertama: Pemeriksaan gugatan perceraian dengan 
segala aspeknya, sampai kepada tahap kesimpulan para pihak 
perkara 
b) Tahap kedua : Kemudian baru dilanjtukan dengan pemeriksaan 
gugatan pembagian harta bersama dengan segala seginya 
sampai kepada tahap kesimpulan para pihak berperkara. Yang 
kesemuanya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. 
51 
c) Tahap ketiga: Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan 
secara rahasia 
d) Tahap keempat: Pembacaan putusan mengenai kedua 
permasalahan yang digabung tersebut dalam sidang terbuka 
untuk umum. 
Dengan demikian, keseluruhan pemeriksaan, baik gugatan 
perceraian maupun gugatan harta bersama yang digabung kepadanya 
beserta penetapan atau putusannya akan sah dalam juridis, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Penggabungan Permohonan Isbat Nikah Dengan asal usul 
Anak 
Penggabungan permohonan Isbat nikah dengan permohonan asal 
usul anak, dapat diterapkan dengan 3 (tiga) alasan:  
a. Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya 
(inner Lejke samenhangen)  
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang 
Nomor 50 tahun 2009, mengatur tentang penggabungan 
gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, 
nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan 
perceraian, 
b. Ketatnya acara pembuktian isbat nikah dibandingkan dengan 
pembuktian secara asal usul anak 
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Selain itu, cara pandang para ulama dalam menilai keabsahan 
suatu perkawinan (isbat nikah) sangat ketat yakni tidak ada 
saksi istifadlah dalam acara pembuktian suatu perkawinan, 
harus dihadirkan saksi-saksi yang memang menyaksikan atau 
hadir dalam suatu akad nikah, kalau tidak kesaksian saksi 
tersebut harus dikesampingkan. Berbeda dengan pembuktian 
asal-usul anak, sekalipun anak itu lahir dari suatu perkawinan 
yang fasid, bahkan nikah adat, anak tersebut dapat dinisbahkan 
kepada orang tuanya yang menikah fasid/ada tersebut. 
 
B. Alasan Penggugat Mengajukan Kumulasi Gugatan Dalam 
Perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks 
1. Deskripsi Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian 
Dalam perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks 
penggugat mengajukan gugatan sesuai dalam surat gugatannya yang 
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 
september 2012, dengan Register Perkara Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA 
Mks, tanggal 19 September 2012telah mengemukakan dalil-dalil yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
1.  Bahwa, penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 20 
September 2000 di jalan sungai Wera, Kecamatan Palu Barat, Kota 
Palu, Sulawesi Tengah, dinikahkan oleh imam yang bernama 
Ruslan dan menjadi wali adalah ayah kandung penggugat yang 
bernama Mustafa dengan mas kawin rp.15.000 serta seperangkat 
53 
alat shalat. Disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing 
bernama Bakkareng dan Hasim; 
2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan dengan 
tergugat berstatus jejaka; 
3. Bahwa, pernikahan penggugat telah memenuhi syarat dan rukun 
perkawinan ; 
4. Bahwa, antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan 
darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi 
perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk 
melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
5. Bahwa, penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak 
yang masing-masing bernama: 
a. Fatimah Azzahra, lahir di Makassar, tanggal 28 Desember 2004 
b. Yusran Ilyas, lahir di Makassar, Tanggal 28 Desember 2004 
6. Bahwa, sejak penggugat dengan tergugat menikah tidak pernah 
memiliki buku nikah; 
7. Bahwa, kini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah 
mencapai 12 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana 
layaknya suami isteri selama 4 tahun 4 bulan, dan telah melakukan 
hubungan suami isteri (ba’da dukhul) 
8. Bahwa, sejak awal bulan januari 2005 rumah tangga antara 
penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi 
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keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut: 
a. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan perhatian lagi 
terhadap keluarga sejak bulan Oktober 2004; 
b. Bahwa tergugat sudah meninggalkan penggugat sejak akhir 
bulan januari 2005 sampai sekarang; 
c. Bahwa tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin 
sampai sejak tahun 2005 
9. Bahwa, akibat perselisihan dan percekcokan yang terjadi terus 
menerus sehingga penggugat merasa tidak mampu lagi 
meneruskan kehidupan rumah tangga bersama tergugat, akhirnya 
penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama 
Makassar. 
Dalam gugatannya penggugat mengajukan permohonan yaitu; 
 Primer : 
1. Mengabulkan gugatan penggugat 
2. Menyatakan pernikahan penggugat dengan tergugat yang 
terjadi pada tanggal 20 September 2000 di Kecamatan Palu 
Barat, Kota Palu, Sulawesi Selatan, adalah sah menurut 
hukum. 
3. Menjatuhkan talak satu Ba’in sughra tergugat (B) terhadap 
penggugat (A); 
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar 
Untuk Mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai 
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu 
Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam jangka waktu 
paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum 
tetap; 
 Subsider : 
Apabila maelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan 
perkara ini mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aquo et 
bono) berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan 
saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 20 
september 2000 Kecamatan Palu Barat Kota Palu penggugat 
melangsungkan perkawinan dengan tergugat dengan wali nikah 
ialah saudara kandung penggugat bernama Mulyadi disebabkan 
karena ayah kandung penggugat sudah meninggal dunia yang 
mana pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut 
disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bakkareng dan Hasim 
dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.15.000,- dan 
seperangkat alat sholat ; 
Dari keterangan saksi ditemukan pula fakta bahwa rumah tangga 
penggugat dengan tergugat hanya dapat bertahan sekitar 4 tahun 
lamanya disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat sering 
terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan salah satu penyebab konflik 
dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dsebabkan karena Pasal 
116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat 
dikabulkan dengan verstek berdsarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ; 
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Antara penggugat dengan tergugat telah perbah bergaul 
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia anak, serta antara 
keduanya belum pernah bercerai sehingga majelis hakim mempunyai 
alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh 
pengadilan adalah talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat ; 
Karena penggugat tidak termasuk orang yang diizinkan untuk 
berperkara secara prodeo , maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 
perkara dibebankan kepada penggugat. 
2.  Analisa dasar Kumulasi Gugatan (Isbat Nikah dan Perceraian) 
Pada Perkara Putusan No. 1345/Pdt.G/2012/PA. Mks 
Dari rangkaian peristiwa yang dideskripsikan penggugat dalam 
surat gugatannya tersebut Nampak jelas  pada poin 6 bahwa, sejak 
penggugat dengan tergugat (terhitung sejak 20 September tahun 2000) 
menikah penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah. 
Kemudian pada poin 8 dijelaskan bahwa rumah tangga penggugat dan 
tergugat (terhitung sejak awal bulan januari 2005) mulai goyah dan tidak 
harmonis, yang mana pada poin 9 kemudian dijelaskan perihal keinginan 
dari penggugat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama 
tergugat (bercerai).  
Pasal 7 angka 3 Kompilasi Hukum Islam telah mengcover berbagai 
persoalan terkait dengan itsbat nikah, melalui huruf (a) mengakomodasi 
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para pihak melalui Pengadin Agama untuk mengitsbatkan suatu 
pernikahan dalam rangka perceraian. 
Berangkat dari permohonan tersebut dan dengan melalui proses 
persidangan di Pengadilan Agama Makassar sebagaimana mestinya 
majelis hakim dalam amar Putusannya mengadili : 
a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 
patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; 
b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek 
c. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara penggugat 
dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 20 september 2000 
di kota Palu Sulawesi tengah 
d. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat (B) terhadap 
penggugat (A); 
e. Membebankan kepada penggugta untuk membayar biaya 
perkara sejumlah Rp. 496.000 
Putusan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2012 
M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 H oleh majelis hakim 
Pengadilan Agama Makassar Drs H.Lahiyah, S.H. M.H sebagai ketua 
majelis, Dra. Bannasari dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai 
hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. St. Munirah S.H sebagai 
panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. 
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Pada umumnya tiap gugatan haruslah berdiri sendiri 34 
penggabungan gugatan diperkenankan dalam batasan-batasan tertentu , 
bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. 
Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu : 
1. Mempunyai hubungan yang erat 
2. Terdapat hubungan hukum 
Dalam konteks perkara Putusan No. 1345/Pdt.G/2012/PA.Mks telah 
nyata ditemukan bahwasanya perkara perceraian tersebut dikumulasikan 
dengan perkara isbat nikah, yang mana dalam duduk perkaranya 
penggugat dan tergugat selama menjalankan kehidupan perkawinannya 
tidak pernah mendapat buku nikah, sementara dikemudian hari penggugat 
bermaksud ingin berpisah/bercerai. Oleh karena itu antara kedua kasus 
tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum 
antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni 
menggabungkan perkara  isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu 
yang bersamaan.35 Meskipun tidak disebutkan adanya pasal dalam 
undang-undang tentang peradilan agama yang mengatur persyaratan 
kumulasi gugatan obyektif harus memiliki hubungan antara satu tuntutan 
dengan tuntutan yang lain. Pada umumnya untuk mengajukan kumulasi 
objektif  tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada 
hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas antara tuntutan yang 
satu dengan tuntutan yang lain, namun dalam prakteknya, biasanya 
                                                           
34 Retnowulan Sutantio, op.cit hlm.55 
35 Sebagaimana hal tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 7 angka 3 
kompilasi Hukum Islam. 
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tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas, hal itu sama juga 
yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Hensyah Syahlani 

























Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan 
yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 
1. Bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Pengadilan 
agama Makassar adalah bervariatif yakni, penggabungan gugat 
cerai dengan asal usul anak, penggabungan guagt cerai dan 
pembagian harta bersama, penggabungan penetapan isbat nikah 
dengan gugat cerai. pasal yang berkaitan dengan itsbat nikah 
yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan 
Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.  
2. Alasan Penggugat Mengajukan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara 
Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks yakni kumulasi isbat 
nikah dan gugatan cerai sekaligus. kedua kasus tersebut 
mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum 
antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni 
menggabungkan perkara  isbat nikah dan perkara perceraian 






B. Saran  
Sehubungan dengan kesimpulan yang disebutkan diatas maka 
beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Bervariatifnya bentuk kumulasi gugatan di pengadilan Agama 
Makassar sejatinya mendorong peran Hakim untuk lebih aktif 
mengembangkan wawasan keilmuan di bidang hukum agar 
senantiasa bersesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat.  
2. Hakim di Pengadilan Agama Makassar harus jeli dan aktif 
melakukan penemuan-penemuan Hukum, bahkan bila diperlukan 
Hakim dapat melakukan terobosan hukum untuk menjawab setiap 
permasalahan-permasalahan hukum masyarakat. Bukankah hakim 
tidak dapat menolak sebuah perkara dengan alasan bahwa 
hukumnya belum ada dan jelas, prinsip ini seyogyanya menjadi 
refleksi bahwa seorang hakim harus senantiasa menggali dan 
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